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Menjelang akhir Pelita IV yang lalu, suatu pemikiran tentang agrieuI- 
tural-led development dalam Pelita-V, bahkan Pelita-VI, teiah diajukan 
(Saragih and Tarnpubolon, 1989). Suatu sumber pertumbuhan poten- 
sial yang diantisipasi adalah permintaan dalam negeri (seara khusus 
konsumsi masyarakat). Dari sudut teori, faktor ini (konsumsi 
masyarakat) tidak lajim menjadi faktor kebijakan (policy variable). 
Tetapi, bila ditempuh kebuakan memperbaiki produktivitas (yang pada 
gilirannya tercermin dari perbaikan tingkat upah) dan kebNakan mem- 
piloritaskan pasar dalam negeil lainnya (demand approach), maka 
pada dasarnya kita berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat 
(bandingkan dengan Mi te ,  1990). 

Melanjutkan pemikiran tersebut dan dengan mengikuti prakiraan be- 
berapa indikator makro, maka pembangunan ekonomi nasional dalam 
abad ke-21 (paling tidak dalam bebempa dekade awal) akan masih 
tetap berbasis pertanian sewra luas. Mamun, sejalan dengan perkern- 
bangan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi, kegiatan jasa-jasa 
dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan semakin meningkat; yaitu 
kegiatan agribisnis. Oleh sebab itu, pengembangan agribisnis (ter- 



masuk agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (a 
leading sector3 pembangunan ekonomi nasional dalarn berbagai aspek 
yang luas. Dalarn abad ke-21, kita sangat memerlukan lebih banyak 
pendekatan yang "tidak anti pertumbuhan" sekaiigus mampu mengu- 
rangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, bersahabat 
dengan lingkungan, serta mampu meredam berbagai dampak global- 
isasi dan iiberalisasi perekonomian dunia yang kurang menguntungkan. 
Dalam kaitan ini, mengembangkan agribisnis kecil dan memperkuat 
koperasi sekunder menjadi sangat strategis. 

Ilr. DETdh PERSOALM (ISS 

Dalam meiaksanakan pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, 
beberapa persoalan (issues) perlu diantisipasi. Beberapa persoalan 
tersebut terpaut erat dengan dua issues pokok yang sifatnya kritis atau 
sentral yang menyangkut pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesem- 
patan keija. 

Pertarna, selama 25 tahun PJP 1 (1 969-1 9941, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mencapai rata-rata 6,8 persen per tahun. Pendapatan per 
kapita meningkat dari US$70 pada tahun 19'39 menjadi sekitar US$700 
pada akhir PJP-I. Selama PJP-II ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan 
men~apai rata-rata 7 persen per tahun, lebih tinggi dari yang dicapai 
pada PJP-I. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang diharapkan 
bisa ditekan dari 1,9 persen pefiahun pada awal PJP-Il menjadi 1,0 
persen pertahun pada akhir PJP-Il, pendapatan perkapita akan men- 
mpai sekitar US$2600 pada akhir PJP-II menunrt harga pada tahun 
1989/1990. Secara nominal, pendapatan per kapita tentu lebih tinggi 
lagi. Selarna Repelita-VI, pertumbuhan ekonomi diupayakan untuk 
rnen~apai rata-rata 6,2 persen per tahun yang kemudian direvisi men- 
jadi 7,O. Sasaran pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan sasaran 
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rata-rata pertumbuhan ekonomi selarna PJP-I!. Hal ini berarti bahwa 
pertumbuhan ekonomi sejak Repelita-VII hams bisa melampaui 7 
persen per tahun. 

Untuk rnencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selarna 
PJP-I6 ini, sumberdaya ekonomi pedu berkembang dengan cepat. 
Perkembangan ini pedu pula didukung oleh perubahan struktur lapang- 
an kerja yang makin seimbang dan produktif. Dalam pandangan teori 
ekonomi neo-klasik (modal dan tenaga kerja adalah sumbardaya eko- 
nomi utama) hal tersebut berarti harus ada akumulasi modal dan 
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Menjadi perta- 
nyaan, bagaimana itu bisa dicapai? 

Kecfoa, perturnbuhan ekonorni yang cukup tinggi selama PJP-I telah 
dimungkinkan oleh tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (melebihi 
10 % per tahun) pada sektor-sektor non-pertanian secara khusus 
industri pengolahan dan jasa-jasa (perdagangan, keuangan dan per- 
bankan, konstruksi, dan sebagainya). Tingkat pertumbuhan pada sek- 
tor pertanian (termasuk perhutanan) dan pertambangan hanya sekitar 
3 sampai 4 persen per tahun. Dengan perkembangan itu, rnemang telah 
tercapai struktur perekonomian yang semakin seimbang. Sumbangan 
sektor pertanian dalarn PDB telah turun menjadi 28,46 persen pada 
akhir PJP-I sedangkan sumbangan sektor industri meningkat menjadi 
22,33 persen. 

Namun dibalik keberhasilan itu terselubung pula ha1 yang mempri- 
hatinkan. Perkimbuhan angkatan kerja yang beke j a  di sektor pertanian 
selama PJP-I, walaupun sudah sangat kecil namun tetap positif. Pada 
akhir PJP-I (1993), penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas 
dan bekerja di sektor pertanian adalah 50,60 persen (atau 40,07 juta); 
industri, 2 5,63 persen; jasa-jasa, 33,54 persen; dan sisanya ditampung 
di sektor lain-lain. Dengan laju pertumbuhan output yang relatif rendah 



dibandingkan dengan seMor non-pertanian (industri dan jasa-jasa) 
maka bagian yang dikrima oleh tenaga kerja sektor pertanian dari 
kenaikan nilai tambah juga relatif sangat kecil. Dengan perkataan lain, 
serama PJP-I telah terjadi pentbahan struktural yang tidak seimbang 
(irnba/anced structural transfornation). Kesenjangan yang terjadi lebih 
buntk lagi sebab dalam seMor industri itu sendiri, misalnya, terjadi pula 
kesenjangan antara golongan peke j a  (bumh dan non-buruh). Sekitar 
27 juta penduduk Indonesia yang tergolong rniskin tentunya sebagian 
besar temasuk dalam kelompok tenaga ke j a  (pertanian dan non-per- 
tanian) beserta keluarganya. 

Dad persoalan kedua ini, tersirat lemahnya penciptaan lapangan kerja 
barn selama PJP-I. Pertanyaannya adalah apakah dengan tingkat 
perturnbuhan ekonomi sebesar 7,0 hingga 7,s persen per tahun selarna 
PJP-II akan terjarnin periuasan kesempatan keja yang sekaligus bisa 
menekan kesenjangan serta menghapus kemiskinan di tanah air? 
Negara-negara yang tergolong dalam the East Asian Miracjes (Jepang, 
Korea Selatan, Taiwan), Singapura dan Hongkong, serta Malaysia, 
Thailand dan Gina, telah berhasil dengan mencapai pertumbuhan 
ekonorni yang lebih tinggi (antara 9 sarnpai 13 persen per tahun) dalam 
dekadeaekade terakhir. Apakah dengan tingkat pertumbuhan seperti 
itulah baru tersedia lapangan keja bagi hampir semua orang? Jika 
begitu, bagaimana kita mencapainya? Jalur-jalur pertumbuhan mana 
yang perlu kita tempuh? 
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Menjelang berakhirnya PJP-I dan dalam rangka persiapan perenca- 
naan pembangunan selama PJP-!I, berbagai pihak teiah mencoba 
mengantisipasi berbagai sasaran pertumbuhan ekonomi selama era 
industrialisasi (PJP-I!). Masing-masing mencoba mengkaji dan melon- 
tarkan ide-ide bagaimana kita bisa menggali symber-sumber untuk 
menmpai sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi (temasuk bagai- 
mana membiayainya, kelembagaannya, kebijakan-kebijakannya, dan 
lain-lain). Dari sekian banyak pemikiran yang telah dilontarkan, secara 
umum, terdapat tiga Jalur pilihan industrialisasi yang rnemiliki potensi 
untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa hendak mem- 
perdebatkan secara rinci keunggulan masing-masing, apalagi "falsafah 
dasarnya", jalur pilihan tersebut adalah sebagai ben'kut:' 

Jalur Pertama, mengandalkan pada industri yang berbasis luas 
(broad-based industry) yang (tentunya) mengembangkan kegiatan- 
kegiatan yang memifiki keungguian komparatif dan kompetitif. Dengan 
kebijaksanaan dan strategi ini, terbuka kesempatan untuk mengem- 
bangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat foot-hose industry; yakni 
industri yang tidak lagi diminati negara penemunya atau negara peng- 
guna lain karena nilai tambah yang diciptakan tidak mampu membayar 
ongkos produksi yang kompetitif (terutama upah) di negara tersebut. 
Namun dalam prakteknya, negara penemu teknologinya masih tetap 
berusaha mendapatkan economic rent dari temuan teknologi tersebut. 
Paling-paling negara baru pengguna hanya menguasai teknologi 
perakitannya saja. 

 am-bam ini, dua aliran pembangunan yang berkembang di nega.2 kita menjadi bahan pembicaraao pakar, 
pengamat, dan pelaku bisnis; yakni aliran yang bersumber pada pemikiran Prof. Widjojo Nitisasiro (Wi@o- 

jonomirr) dan yang bersumber pada pemikiran Prof. B.J. Nabibie (Habibienonsics). Lihat Harian Kompas, 
Jakarta, Jumat 3 November 1995 (Haiaman I). 



Dapat dikatakan bahwa pemikiran ini rnengakar pada rencana pemba- 
ngunan yang lelah dibuat oleh Prof. Widjojo Nitisatro (dan kawan- 
kawan) menjelang atau pada awal-awal PJP-I. Hal itu terbukti dari 
rencana pembangunan ekonomi nasional yang diwarnai oleh tahap-ta- 
hap pembangunan mengikuti pola pemikiran Rostow (Rostow, 1360) 
dari sejak PJP-I hingga PJP-II ini. 

Jalur Kedua, mungkin karena kelemahan yang dianggap cukup men- 
dasar, yakni ketergantungan terhadap teknologi yang masih dikuasai 
oleh negara penemunya maka muncul pemikiran baru. Pemikiran baru 
tersebut ialah mencoba mengandalkan industn' atau kegiatan-kegiatan 
strategis yang memanfaatkan ,teknologi canggih dan rumit (hi-tech 
industry) serta bemilai-tambah tinggi dengan perkiraan kuat bahwa 
apabila kita mampu menguasai teknologi canggih dan rumit lersebut 
maka akan lebih mudah menguasai teknologi pada jenjang lebih bawah 
(intermediate and iow-tech indusfry). Aliran pemikiran ini bersumber 
dari pemikiran Prof. B.J. Habibie. 

Dengan pemikiran seperti ini, upaya dan investasi untuk membangun 
industri ("strategis") seperti lndustri Pesawat Terbang Nusantara 
(IPTN), Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nukiir (PLTN), Bio-techno- 
logy, pemanfaatan satelit komunikasi, dan lain-lain mendapat pem- 
benaran. Sebelum itu, teknologi canggih, rumit dan bernilai-tambah 
tinggi yang dimanfaatkan baru terbatas daiarn bidang eksplorasi dan 
penambangan minyak dan gas bumi. Yang menjadi pertanyaan ialah 
apakah ')alan pintas" ini benar-benar menyingkat waktu untuk menca- 
pai tingkat pertumbuhan yang tinggi yang sangat didambakah oleh 
perekonomian kita. 

Jalur Ketiga. Dengan dua jalur terdahulu, belum ada jaminan bahwa 
industrialisasi (dalam PJP-!I) akan didukung oleh pertanian (dan pede- 
saan) yang tangguh seperti yang dituntut dalam beberapa GBHN 



(sampai GBHN 1993). Industrialisasi tanpa membenahi sektor per- 
tanian (dan pedesaan) terlebih dahulu, atau transformasi ekonomi yang 
tidak seimbang, pada gilirannya akan menyebabkan sektor pertanian 
dan pedesaan itu menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan eko- 
nomi bisa tersendat atau, kalaupun pertumbuhan bisa dipacu lebih 
tinggi, kesenjangan akan semakin melebar serta menimbulkan dampak 
negatif lain yang cukup serius. 

Oleh 'sebab itu, setidaknya pada tahap-tahap awal, industriaiisi perlu 
pula mengandalkan industri atau kegiatan-kegiatan yang memanfaat- 
kan atau menciptakan nilai tambah baru bagi produk-produk pertanian 
primer serta industri atau kegiatan lain yang memproduksi bahan-bahan 
dan alat-alat untuk rneningkatkan produktivitas pertanian (agmindus- 
try). Jalur ini juga rnempunyai berbagai keunggulan. Apabila berbagai 

bisa dipenuhi, maka pendekatan ini benar-benar 
merakyat dan berkeadilan, tidak anti pertumbuhan dan bersahabat 
dengan lingkungan. Seperti berulangkali diu~apkan oleh Bapak Presi- 
den Soeharto, pembangunan agroindustri adalah jembalan menuju 
industriafisasi.' 

Fokus pembahasan dan diskusi dalam makalah ini adalah jalur ketiga, 
pernbangunan agribisnis dan agroindustri tanpa memperbandingkan 
dengan dua jalur lainnya. Hal ini akan dibahas pada bagian V. Sebelum- 
nya pada bagian IV dibahas secara singkat tentang tahap-tahap pem- 
bangunan ekonomi. Pada bagian VI disajikan strategi dan pendekatan. 

*pa& awalnya dinyatakan dalam pidato beliau dalam mgka Dies Natalis ke XXX Institut Pertanian Bogor, 
September 1993. Hal itu kemudian diulangi lagi dalam beberapa temu wicara. 
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Negara kita baru saja memasuki era pembangunan tahap ke-ii (PJP- 
I!), atau era industrialisasi yang secara Formal meliputi periode 1994- 
2018. Garnbaran pentahapan ekonomi selama periode itu, apalagi pada 
pas= PJP-I!, mash belum begitu jelas. Selama rnasa orde baru, 
perencanaan dan pentahapan penbangunan ekonomi (berikut kebijak- 
sanaan), pada awalnya banyak diwarnai oleh karya Rostow dan kawan- 
kavvan (Rostow, 4 960), Harrod-Domar, dan lain- lain. Pemikimn Rostow 
dkk banyak didasari pada perkembangan di negara-negara maju di 
Eropah, Amerika Serikat dan, barangkali, Australia; bermula dari 
revolusi industn' di Eropah. Sejak'avval tahun 1960-an, pola pentahapan 
tersebut nampaknya diikuti pula di beberapa negara Asia Timur seperti 
Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Negara-negara tersebut telah 
berhasil membangon industrinya harnpir tanpa friksi sosial, ekonomi 
dan politik. Bank Dunia menyebut Negara-negara tersebut sebagai The 
East Asian Miracle (World Bank, 1393). Belakangan, Malaysia juga 
sedang dalam mengadopsi pola perkembangan tersebut. 

Yang menarik untuk diperhatikan dalam kaitan ini ialah bahwa, men- 
jelang tahapan lepas landas (industrialisasi), negara-negara tersebut 
telah terlebih dahulu mempersiapkan sumberdaya manusianya, 
prasarana dan fasilitas, disedai pedanian dan pedesaan yang tangguh 
(lihat Rostow, 1960). Sejumlah negara-negara Asia, Arnerika Tengah 
dan Latin telah juga mencoba membangun industri tetapi temyata 
kurang berhasil karena kurang mempersiapkan faktor-Faktor pokok 
tersebut. Berbagai goncangan sosial, ekonomi dan politik yang kurang 
menggembirakan atau mendukung mewamai kegiatan pembangunan 
selanjutnya seperti halnya Pakistan, India, Pilipina, Meksiko, serta 
sejumlah negara di Amerika Latin. Belakangan ini, Chile mulai mem- 
bangun perekonomiannya berawal dari pembangunan pertanian dan 



agribisnis serta telah mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan; 
bahkan yang terbaik keragaannya di Amerika Latin. 

Beberapa faktor menentukan keragaan industrialisasi di negara- 
negara dunia. Berdasarkan beberapa pengamat, faktor kestabilan 
sosial-politik memang diperlukan tetapi tidak memadai. Harus ada 
kebyabsanaan ekonomi yang tepat yang mampu meredam goncangan- 
goncangan atau friksi sosial-politik tersebut. Jepang telah menerapkan 
kebijaksanaan ekonomi cheap goods on the'koads didukung dengan 
kebijaksanaan Exchange Rates and Sfate-Led Capitalism (Votopoulos, 
1990). Hampir selarna dua dekade, Jepang tidak pernah mengubah 
nilai-tukar mata uangnya terhadap berbagai mata uang asing. Menurut 
pengamat lain, Jepang dan beberapa negara yang tergolong dalam the 
Easf Asian Miracle (Korea Selatan dan Taiwan) telah menerapkan 
pendekatan unirnodal, ketimbang pendekatan polymodal (James et a!., 
19871, atau penekanan pembenahan pada sisi permintaan (demand) 
ketimbang pada sisi penawaran atau peningkatan produksi (supply) 
sesuai dengan pengamatan Benjamin White (mite, 1990). Tidak ber- 
tentangan dengan demand approach di muka, Saragih dan Tam- 
pubolon (1989) mengajukan pemikiran kemungkinan agricultural-led 
development strategy dalam Pelita-V, bahkan dalam Repelita-VI. 

Apapun atribut yang diberikan oleh berbagai pengamat tersebut, pada 
dasarnya mereka menunjuk pada tiga hal yang satu sama lain terkait 
erat yaitu: 

Penekanan pada potensi pasar dalam negeri dengan memanfaatkan jum- 
lah penduduk yang besar; lebih dari 190 juta, melebihi penduduk Jepang 
pada awal industrialisasinya. 

BI Peningkalan daya beli sebagian besar masyarakat (buruh, petani dan yang 
tergolong miskin lainnya) melalui peningkatan produkiivitas dalam bentuk 
upah yang diterima, perluasan kesempatan kerja dengan tingkat upah yang 
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iebih baik, perbaikan nilai-tukar (terns oftrade) petani. Hal ini terkait dengan 
upaya memproduksi barang dan jasa yang terjangkau oleh sebagian besar 
masyarakat. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat kita rnasih terlibat 
dalam sektor pertanian dan pedesaan. 

m Menekankan pembangunan industri yang terkait erat (dalam pengertian 
bacMard and fonvanJ linkages) dengan sektor pertanian dan pedesaan, 
terutama pada tahap awal industrialisasi; sebagai salah satu strategi indus- 
trialisasi pertanian (indwstdalised agdc~lture).~ 

Dari segi alokasi tenaga kerja dari berbagai lapisan keahlian (sumber- 
daya manusia) yang juga mencerminkan produktivitas, perkembangan 
ekonomi akan mengikuti tahap-tahap seperti pada Bagan 1 (rnenurut 
GraMord, 1991). Tahap perkembangan ekonomi seperti pada Bagan 1 
ini juga perlu menjadi acuan dalam mengantisipasi dan mempro- 
gramkan pengembangan sumberdaya manusia. Proses industrialisasi 
yang ditempuh sebaiknya mengikuti pola sumberdaya yang kita miliki 
seperti diingatkan oleh Menko Ekku Wasbang Prof. Saleh ~ f i f f . ~  Proses 
industrialisasi dengan sumberdaya yang terlalu dipaksakan dan pasar 
yang tidak mampu menyerap di beberapa negara pada gilirannya akan 
berhenti di tengah jalan. 

Dari sudut pangsa sektoral, struktur perekonomian kita memang sudah 
semakin seimbang seperti telah kita ketahui semuanya. Mamun, de- 
ngan mengacu pada Bagan 1 dan jumlah penduduk yang bekerja pada 
masing-masing sektor, maka tahap perekonomian kita berada dalam 
peralihan dari tahap awal ke tahap perkembangan dalam suatu eko- 
nomi industri. 

'Dr. Pantjar Simatupang, dalam orasi pengukuhannya sebagai Peneliti Utama, telah mencobamensintesis secara 
lebih serius dan operasional pengertian industrialisasi pertanian (indus~rialised agri'cul~ure) ini (Simatupang, 
1995). 

%anKompas, Jakarta, Jumat 9 September 1994; halaman 3 kolom 6-9. 



Bagan 1. 
'Fahap-Tahap Perkembangan Ekonomi Dikaitkan dengan Praduktiviaas Tenaga Kerja 

Surnber: Diadopsi dari Crawford, 1991 
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Peranan penting atau keunggulan agribisnis tidak bisa lepas dari 
agroindustri sebab agribisnis (agri-business) diartikan sebagai: I ! . .  fhe 
sum total of all operations involved in the manufacture and distribution 
of fann supplies, production activities on the farm, and storage, pro- 
cessing and distribution of farm commodities and items made from 
them...;" seperti pertama kali diperkenalkan oleh almarhum DR. J.J. 
Drifon (dari Pilipina) dalam lingkup Asia Tenggara. Dengan konsep 
seperti. initah maka agribisnis sebagai suatu sistem dapat diterima oleh 
sernua pihak.' Dengan konsep ini, konsep agrlbisnis jelas meru- 
paktan cara baru mellhat sektor pertanian. Selarna pra dan masa 
PJP-I dapat dikatakan bahwa kita melihat pertanian secara sangat 
sernpit; semata-mata hanya rnelihat sub-sistem produksi atau usa- 
hataninya saja. Gara pandang yang lama ini telah berimplikasi yang 
kurang menguntungkan bagi pembangunan pertanian (dan pedesaan) 
yakni: pertanian dan pedesaan hanya sebagai sumber produksi 
primer yang berasai dari turnbuhan dan hewan tanpa menyadari 
potensi bisnis yang sangat besar yang besbasis (derived) produk- 
produk primer tersebut. 

Keunggulan atau peranan strategis agribisnis dan agroindustri dapat 
kita ikuti dalam data dan stalistik, bukti ernpirik maupun dari sudut 
pandang teoretik. Pengkajian seperti ini sangat diperlukan dalam 
rangka mernasyarakatkan berbagai paradigma yang menjadi titik tolak 
pengembangan berbagai kebijaksanaan dasar, landasan operasional 
dan kiat-kiat mengembangkan agribisnis dan agroindustri. 

'Pcrlu dicatat b a h ~ a  di negara kita, a g r o l n d u s ~  leblh rnenekankan keglatan hillr sektor penantan sedangkan 
~ndusm' huiunya termasuk d a l m  indusaai kirnia(pupuk, pest~sida d m  ~nsektlsida). d m  indusin otornottf (traktor, 
mesin-mesin W a n i m ,  dan Idin-lain). 



Tidak begitu mudah menunjukkan pemnan atau sumbangan agribisnis 
dan agroindustri terhadap output nasional kapna berbagai ha1 yang 
sulit dirinci satu persatu dalam kesempatan ini. Sampai sejauh ini, kita 
baru mampu memanfaatkan data atau statistik perdagangan luar nigeri 
atau eksport dan import. 

Selama periode 1981-1 995, sumbangan atau pangsa relatif nilai ekspor 
produk agroindustri terhadap nilai ekspor non-migas (yang mengalami 
turun naik) berkisar antara 28 sarnpai 43 persen. Selama periode 
tersebut, pangsa relatif nilai ekspor produk agroindustri berkisar antara 
yang terendah 6,4 persen pada tahun 1981 dan yang tertinggi pada 
tahun 1995 yang mencapai 29,6 persen. Di luar itu, pangsa relatif 
tersebut berkisar antara 1 1 sampai 24,5 persen. Laju pertumbuhan niiai 
ekspor agroindustri selama periode tersebut rata-rata 17'7 persen per 
tahun. 

Data dan statistik di atas belum seluruhnya mengungkapkan peranan 
agribisnis (understated) karena dua ha1 yaitu: (i) nilai tambah yang 
diciptakan melaiui penyediaan jasa-jasa yang meiayani kegiatan 
agroindustri (transportasi, pergudangan, keuangan, dan fain-lain) 
belum terdaRarkan, serta (ii) industri hulu yang sangat penting dari 
suatu sistem agribisnis juga tidak dimasukkan seperti industri kimia, 
industri perakitan traktor, mesin-mesin dan alat-alat pe~anian. Hal ini 
dapat ditunjukkan dalam diskusi selanjutnya. 

Oleh sebab itu nampak pula bahwa nilai ekspor produk industri di luar 
agroindustri selama periode 1981-1995 tersebut memang cukup jauh 
mengungguli nilai ekspor agroindustri. Laju pertumbuhan mencapai 
rata-rata 21,2 persen per tahun. Sumbangannya terhadap nilai ekspor 



non-migas rnencapai 50 persen lebih, dan terhadap nilai ekspor total 
men~apai 30 persen lebih. 

Namun, akhir-akhir ini, perkembangan ekspor non-migas kita patut 
diprihatinkan terutama dalam situasi ekspor migas yang cenderung 
terus menurun akibat rendahnya harga minyak bumi di pasar inter- 
nasional. Keprihatinan ini, secara khusus, muncul dari situasi industri 
tekstil yang selama ini menjadi andalan ekspor non-migas sebagai 
akibat adanya pesaing-pesaing baru. Itu jugalah sebabnya kita men- 
mba melihat upaya mengatasi masalah tersebut melalui jalur agro-in- 
dustri. Namun sasarannya jauh lebih luas dari sekedar menjawab 
masalah kerawanan ekspor tersebut. 

5.2. Pembenaran Ernpirik dan Teoretik 

Dari hasil analisis empirik, keunggulan agribisnislagroindustri tersebut 
cukup jelas seperti dapat diikuti pada Tabei 1 (Dasril, 1993); yang 
diturunkan dari Tabel Input-Output Indonesia 1971, 1975, 1980, 1985 
dan 1990. Keadaan tahun 1995 adalah hasil estimasi. 

Yang periama terlihat adalah peranan penting agroindustri (dalam 
bentuk sumbangan atau pangsa relatif terhadap Nilai Tambah industri 
non-migas dan ekspor industri non-migas) yang cukup tinggi. Penting 
pula diperhatikan bahwa pangsa impori agroindustri retatif rendah, 
rata-rata sekitar 27 persen. Artinya, dari segi import ini, agroindustri 
kurang membebani neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri. 
Peranannya dalam penyediaan lapangan kerja industri non-migas juga 
bisa diandalkan, rata-rata berkisar antara 63 sampai 68 persen. Angka 
pengganda (multiplier) terhadap nilai tambah terus mengalami kenaik- 
an d&ri 0,87 pada tahun 1971 menjadi 2,31 pada tahun 1985, dan 
menmpai 2,72 pada tahun 1990 serta diperkirakan mencapai 3,23 pada 
tahun 1995. Angka pengganda ini cukup tinggi sehingga bisa diandal- 
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kan sebagai surnber pertumbuhan melalui keterkaitan ke belakang dan 
ke depan (backvvard and forward linkages), serta ke samping. 

Tebel 1. 
Beberapa Ciri Keunggulan Penting Agroindustri di Indonesia, 11970-1990 

Sumber: I. Tahun 1971-1985: Dasril, 1993. 
2. Tahun 1990-1995; Hasil perhitungm PSP IPB, Th. 1995 adalah estimasi 

KS=konsumsi swasta @rivafe comumption). 

Angka pengganda kesempatan kerja terus mengalami penurunan. 
Dengan Iaju pertumbuhan output yang positif dan cukup tinggi, penu- 
runan tersebut menunjukkan peningkatan nyata dari produktivitas 
tenaga kerja. Dapat juga dikatakan bahwa agroindustri sernakin beralih 
ke penggunaan teknologi lebih wnggih yang hemat tenaga kerja untuk 
meningkatkan nilai tambah. Dengan perkataan lain, modernisasi per- 



tanian dan pedesaan.akan dimulai dari pengembangan agroindustri 
ini. 6 

Sumber pertumbuhan utama agroindustri adalah konsumsi masyarakat 
@n'vate consumption). Artinya, perkembangan agroindustri selama ini 
relatif kurang memberatkan bagi anggaran pemerintah disamping turut 
mernacu pembentukan modal. Pengembangan agroindustri (agribisnis 
dalam arti yang lebih has) tidak bertentangan dengan ajas kemandirian 
ekonomi yang diharapkan, bahkan mendukung. Arti penting lain dari 
gambaran ini adalah bahwa pasar produk agroindustri lebih banyak 
mengandalkan pasar dalam negeri. 

Walaupun begitu, peranan penting agribinisfagroindustri ini serta 
perkembangannya di mass depan perlu diwaspadai sebab, dalam 
kenyataan, penyumbang Lerbesar ekspor agroindustri adalah produk 
olahan kayu yang rnasih bersifat ekstraktif; karena hutan tanaman 
indutstri (HTI) kita belum berproduksi. Ekspioitasi yang tidak terkendali 
bisa mengganggu kelestarian system penyangga kehidupan dan fungsi 
lingkungan hidup dari hutan. Sudah terasa tekanan dunia luaragar lebih 
menekankan produksi dengan proses yang bersahabat dengan 
lingkungan (seperti eco-labelling). 

Agribisnis dalam pengeilian di muka rnenujukkan adanya keterkaitan 
vertikal anlar sub-sistem agirbisnis serta ketehaitan horizontal dengan 
sistem atau sub-sistem lain di luar seperti jasa-jasa (finansial dan 

' ~ r .  Arthur T. Masher, ddam dua karyanya yang membicarakan pertanian modem atau ~lodem ogncullure 
(Masher, 1969 dan Mosher, 19731, tidak menyinggung tentang agribisnis dan agroindustri ini. Dengan begitu, 
diskusi tentang sektor hilir pertanian Lenjadi agak terbaias. 



perbankan, transportasi, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain).7 
Keterkaitan luas ini (industrial linkages) sudah disadari sejak dahulu 
oleh para ekonom pasca revolusi industri sehingga mereka rne- 
nekankan aFti strategis dari menempatkan pmanian fdan pedesaan) 
sebagai core business pada tahap pembangunan sebelum lepas lan- 
das (lihat Rostow, 1960; atau hasil karya pemenang hadial ~ o b e l  ~ k h u r  
Lewis) terutama dalam kaitannya dengan proses industrialisai. Teori 
pqrtumbuhan ekonomi neo-klasik dari Solow (Solow, 1953) pada 
dasarnya mengasurnsikan adanya keterkaihn tersebut. Pemikiran 
keterkaitan iniiah yang melandasi pendekatan unirnodal seperti pernah 
dianjurkan (James eta!., 1987, Saragih & Tampubolon, 1989). Namun 
nampaknya ada faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam 
menewpkan pendekatan unimodal tersebut bagi beberapa negara 
yang gaga1 membangun industrinya. 

Tidak perlu diragukan bahwa pembangunan ekonomi yang agribisnis 
dan agroindustri sebagai salah satu andalan pada menjelang lepas 
landas atau masa-masa awal lepas landas tidak akan bisa mencapai 
laju pertumbuhan yang cukup tinggi; antara 7 sampai 10 persen lebih 
per tahun. Pengalaman Thailand, Malaysia $an Chile dalam dekade 
terakhir (Tabel 2) dan negara-negara The East Asian Miracle di mass 
lalu merupakan buki yang nyata. Tingkat pertumbuhan yang tinggi 
tersebut bisa di~apai sepanjang persyaratan-persyaratan yang dike- 
mukakan pada halaman 7 dapat dilaksanakan; di samping pedunya 
dukungan serius dari pemerintah.8 

7~engan pengeitian ini, etalebih mampu melihat pertanian dengan wawasan yanglebih luas termasukposisinya 
dalam konteks rnakro-ekonomi (nasional dan intemasional) serta bagaimana implibi-implikasi kebijakan 
make terhadap pertanian (dan pedesaan). Pada pagertian ini pula terletak konsep agribisnis sebagai 
suatu cara baru melihat sektor pertanian dan pedesaan. 

'~ihat juga pengalaman Thailand tentang peranan pemerintah dalam reportase Harian Kompas, Kamis 30 
Napember 1995 (halaman 2). 



Tabel 2. 
Beberapa indiketor Mlakro Rlegara-Negara Anggcta APEC 

Sumber: B&agai sumber seperti yang dikutip oleh Warian Kompas, tanggal 17-18 
Nopember 1995. 
*) mtuk &&un 1993 



Vang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah ran- 
taian kegiatan tersebut seluwhnya berlangsung secara lokal atau 
dalam negeri? Kenyataan tidak selalu dernikian. Bisa saja agroindustri 
dalarn negeri (pada hilir) rnasih atau harm mengandalkan produk 
pertanian atau bahan mentah yang diimpoFt seperti tekstil, susu bubuk, 
kue kaiengan, mie instant, dan banyak lagi. Demikian juga halnya 
dengan kegiatan di hulu. Berbagai bahan untuk pernbuatan pupuk 
kimia, inseMisida dan pestisida, suku cadang trakor dan mesin per- 
tanian lain, serta alat-alat peFtanian juga hams diimport. Hal ini dise- 
babkan karena, dengan berbagai perkernbangan internasionai yang 
mernpengaruhi keunggulan kornparatif dan kompetitif, jenis-jenis indus- 
tri tersebut sangat bisa bersifat foot-loose industry. Keadaan atau 
industri seperti inilah sebenarnya yang perlu terus diwaspadai dan 
dihindari sebab, kalau sebagian besar kegiatan agribisnis dan agroin- 
dustri tersebut tidak berlangsung secara lokal dalarn rangka. substitusi 
import, maka nilai tarnbah yang diciptakan juga sebagian besar bocor 
ke luar. Vang sangat tidak menguntungkan adalah bahwa nilai tambah 
yang bisa ditahan di dalam negeri hanya sebagian kecil yang bisa 
dibayarkan kepada tenaga buruh lokal yang memang dinilai murah. 
Contoh yang nyata adalah industri tekstil, industri makanan yang ber- 
bahan mentah gandum, industri susu, dan banyak lagi yang lain. 

6.1. Strategi Pokok 
6.1.1. Pengembangan agribisnis berskala kecil 

Paling tidak selama masa transisi dalam PJP-Il ini, kita periu mengern- 
bangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agroindustri 
(dan agribisnis) sebagai salah satu sektor unggulan. Sumber-surnber 
pertumbuhan yang cukup potensial perlu dimanfaatkan untuk memacu, 
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tingkat pertumbuhan sesuai dengan sasaran pembangunan ekonomi 
pada PJP-II ini, bahkan, kalau bisa melampaui sasaran-sasaran terse- 
but. Peningkatan pertumbuhan sekaligus juga memperbaiki berbagai 
kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antar golongan dan antar 
daerah apabila sasarannya adalah sebagian besar penduduk berpen- 
dapatan rendah atau miskin yang terutama terkonsentrasi di sektor 
pertanian dan pedesaan. Pedumbuhan ekonomi, di satu pihak, dan 
pertumbuhan ernployrnent (kesempatan kerja) di sektor pertanian dan 
pedesaan yang menyerap sebagian besar angkatan kerja, di lain pihak, 
bisa saja sebagai dua sisi mata uang yang sama. Perbaikan kesejah- 
teraan itu sendiri sebagai upaya menekan kesenjangan merupakan 
sumber pertumbuhan yang cukup potensial. ltulah hakekat dari demand 
approach. 

Sumber kemiskinan antara lain adalah adanya bias dalam kebijak- 
sanaan (misalnya Jazairy et a!., 1992). Penduduk miskin (terutama 
petani kecil dan buruh tani) tidak mampu lagi mempertahankan produk- 
tivitas sumberdaya alam yang dikuasainya (terulama lahan). Sebagian 
rnereka yang kurang mampu keluar dari kesulitannya lalu merambah 
hutan dan menimbulkan kerusakan pada sistem penyangga kehidupan 
atau merusak lingkungan. Pengembangan agribisnis dan agroindustri 
yang meningkatkan kesejahteraan penduduk berpendapatan rendah 
dan tergolong miskin turut membantu dalam pelestarian fungsi lingku- 
ngan hidup dengan mengurangi ketergantungan lahan. 

Pengembangan usaha agribisnis berskala kecil sangat penting dan 
strategis ditinjau dari berbagai pemikiran di muka. Dewasa ini terdapat 
lebih dari 32 juta usaha kecil dengan volume usaha kurang dari Rp. 2 
rnilyar rupiah per tahun; bahkan 90 persen diantaranya adalah usaha 
kecil-kecil dengan volume usaha kurang dari Rp 50 juta rupiah per 
tahun. Selanjutnya dari yang 90 persen tersebut, 21,30 juta unit usaha 



lebih adalah usaha rumahlangga yang bergerak di sektor pertanian. 
Apabila disertakan dengan keluarganya, rnaka jumlah pengusaha kecil 
dengan anggota rumahtangganya bisa mencapai 80 persen dad pen- 
duduk Indonesia; suatu potensi pasar yang sangat besar. 

Berbagai masalah dan kendala dihadapi oleh usaha kecil ini narnun 
yang paling rnendasar barangkaii adalah lemahnya posisi-tawar 
mereka. Akibatnya rnereka hanya bisa berusaha dalam kegureman 
(sub-sisten) dengan Fuang pengambilan keputusan (decision space) 
yang sangat sempit. 

Di masa depan, peranan agdbisnis berskala kecil ini akan semakin 
penting dan memiliki keunggulan karena beberapa faktor (lihat Gmw- 
ford, 1991; halaman 53) sebagai berikut: 
m relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutarna bagi yang 

bergefak di bidang jasa-jasa; 

usaha agribisnis kecil dapat bergerak l w e s  menyesuaikan diri dalam 
situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-per- 
soalan birokrasi seperii yang dihadapi oleh perusahaan besar; 

usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjualan dan wirausaha 
yang teriempa secara alarni yang tidak berminat (vested-inteesf) dalam 
sistem produksi yang sudah ada dan sudah mantap; dan, 

perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk 
tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk-produk yang lebih 
manusiawi @ersonalized goods) yang lebih tepat untuk diiayani usaha- 
usaha kecil. 

Dilihat dari sistern pelayanan, secara khusus dari lembaga finansial dan 
perbankan dewasa ini di negara kita, beberapa faktor keunggulan 
usaha agribisnis kecil bisa juga tidak tercapai antara lain misalnya 
karena kurangnya akses usaha kecil terhadap kredit komersiai per- 
bankan. Ini baru satu dari sekian banyak masalah dan kendala yang 



Orasi Ilmiah 

dihadapi usaha keciE di tanah air. Masalah dan kendala lain yang tidak 
kalah penting adalah seperti pemasaran, alih teknologi, inforrnasi dan 
sebagainya. 

Kalau diperhatikan, rnaka adanya masalah dan kendala tersebut ber- 
rnuara atau bersumber pada lemahnya posisi-tawar (bargaining posi- 
tion) dari usaha kecil. temahnya posisi-tawar ini bisa terjadi karena: (i) 
usaha kecil yang terlalu kecil sehingga tidak memiliki atau tidak mampu 
menyimpan energy yang cukup untuk bergerak secara leluasa, lincah 
dan dengan stamina yang cukup dalam alam bisnisnya, serta (ii) kurang 
terorganisirnya gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan usaha kecil 
tersebut. 

Yang pertarna menyangkut skala usaha minimal yang menyebabkan 
usaha kecil tersebut mampu melakukan akumutasi modal. Modat yang 
diakumulasi tersebut tentunya adalah sebagian dari nifai tambah (daiam 
porsi yang rasional atau optimal) yang diciptakan oleh usaha kecil 
tersebut. Jika begitu, maka skala usaha dari usaha-usaha kecil yang 
ada dewasa ini perlu ditingkatkan. 

Di Amerika Serikat, batasan usaha kecil tersebut adalah aset kurang 
dari US $ 10 juta ((aau sekitar Rp. 20 milyar) dengan pekerja kurang 
dari 500 orang (Cravsford, 1991). Dengan batasan tersebut, jumlah 
usaha kecil yang terdapat di negara tersebut pada tahun 1989 adalah 
19 juta unit; yang telah meningkat sebesar 50 persen dibandingkan 
dengan tahun 1980. Usaha-usaha kecil tersebut mempekerjakan 60 
persen dari angkatan kerja di negara tersebut dengan sumbangannya 
lerhadap GNP adalah sekitar 50 persen. Volume usaha dari usaha kecil 
Amerika Serikat ini sama besarnya dengan seluruh perekonomian 
Jepang (ibid). 
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Dengan diskusi di muka maka makna strategis (the signfi~nce) 
pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil dapat dike- 
mukakan sebagai berikut: 

Apabila posisi-tawar usaha agribisnis kecil bisa dipehaiki maka pengem- 
bangan agribisnidagroindustri bisa pula menjadi jalur pendemokrasian 
ekonomi. Di Indonesia, 21,30 juta usaha rurnahtangga di seMor pertanian 
membentuk hampir seluwh angkatan ke j a  yang bekerja di sektor pertanian 
dengan nilai output primemya saja rnencapai sekitar 15 persen dari PDB. 

Dalani lingkungan ekonomi yang demokratis, kebocoran ekonomi ( e m  
nomic loss) sangat minimal dibandingkan struktur ekonomi yang monopo- 
listis oleh usaha yang besar-besar. Oieh sebab itu, pengembangan 
agribisnis bewkala kecil "tidak anti pertumbuhan". Bahkan, dengan perbaik- 
an pendapatan 21,30 juta usaha rumahtangga pertanian melalui pengem- 
bangan agribisnis dan agroindustri serta sepanjang nilai-tukar petani tidak 
semakin memburuk, maka laju pertumbuhan ekonomi bisa dipacu Iebih 
tinggi lagi melalui peningkatan potensi pasar dalam negeri. 

Pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil relatif mudah 
untuk diarahkan bersahabat dengan lingkungan. 

8.1.2. Koperasi agribisnis 

Faktor kedua yang memperlemah posisi-tawar usaha kecil adalah 
lemahnya kerjasama di antara mereka untuk menghimpun energy 
bersama untuk kekuatan mereka sendiri. Di satu pihak, apabila kita 
hendak mengembangkan agribisnis kecil maka itu jelas berbasis per- 
tanian dan pedesaan. Selama ini, satu-satunya wadah organisasi for- 
mal yang menggalang dan menghimpun energy untuk kekuatan di 
bidang ekonomi (dan sosial) di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa 
(KUD). Secara administratif, paling tinggi, wilayah kerja dan lingkup 
bisnis KUD adalah kecamatan. 
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Di pihak lain, studi yang ada menunjukkan bahwa nilai tambah yang 
diciptakan melalui kegiatan agribisnis (agroindustri dan jasa-jasa yang 
tekait) sudah berada di atas kecamatan (PSP-IPB, 1995); pada tingkat 
kabupaten, propinsi, nasional dan, bahkan, internasional. Beberapa 
kesenjangan atau rnasalah perlu dicatat dalam kaitan ini, antara lain: 

, secara formal, wadah organisasi secara vertikal adalah Pusat 
Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang wiiayah kejanya propinsi dan 
lnduk Koperasi Unit Desa (INKUD) pada tingkat nasional. Dalam prak- 
teknya, entah dimana kesalahannya, jarak keja antara nasional 
(INKUD) dan propinsi (PUSKUD), di satu pihak, dan kecamatan (KUD), 
di pihak lain, cenderung agak jauh. Hal itu tedihat misalnya dalam ha1 
program pengadaan pangan secara khusus beras; lNKUD dan 
PUSKUD hampir tidak berperan sama sekali. 

'fang adalah bahwa, secara vertikal dan utuh, selama ini organi- 
sasi ini tidak rnenangani suatu agribisnis andalan padahal dengan 
pengalaman menangani tataniaga cengkeh, tedihat bahwa adanya 
komoditas andalan ini bisa megalin kerjasama yang lebih utuh sejak 
dari tingkat kecamatan hingga nasional; bahkan kalau perlu sampai ke 
tingkat pasar iniernasional (eksport). Yang , dengan kemampuan 
manajemen dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki (endowment), 
yakni terutama manusia atau tenaga ke j a  keluarga serta modal, maka 
skala usaha yang bisa dilakukan oleh usaha kecil terletak dalam suatu 
t-entang tertentu. Ada batas skala minimal dan maksimal. Secara eko- 
nomis efisiensi bisa ditingkatkan dengan skala u s a h  yang lebih luas 
(economies of scale) melalui pengorganisasian seperti koperasi (Ner- 
iove, 1995) atau melalui program kemitraan. 

'fang , dan rnungkin yang paling penting, nilai tambah yang 
terbesar yang diciptakan melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri 
justru pada sektor hilir (dan hulu) atau off-farm agribusiness. Secara 
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administratif, off-farm agribusiness ini sebagian besar sudah berada di 
atas desa atau di luar batas kecamatan. KUD sebagai koperasi primer, 
yang selama ini satu-satunya wadah kegiatan sosial-ekonomi warga 
desa, jelas tidak akan rnarnpu meraih secara nyata kegiatan off-farm 
agribusiness tersebut. Seharusnya ini menjadi ajang kerja koperasi 
sekunder atau koperasi alas desa. 

Dengan beberapa alasan tersebut sebenarnya sudah cukup jeias pen- 
tingnya integrasi vertikal dan diversifikasi usaha agribisnis kecil rnelalui 
pengembangan koperasi pada tingkat sekunder. Dengan begitu, petani 
guremliumahtangga (yang mendominasi usaha kecil) yang dihimpun 
kekuatannya melalui pengembangan usaha agribisnis kecil bisa meraih 
sebagian dari nilai tambah yang diciptakan melalui pengembangan 
agribisnis/agroindustri. Organisasi IMKUD, PUSKUD sarnpai KUD perlu 
disempurnakan lagi untuk menghapus berbagaiFesenjangan kerja dan 
bisnis. 

6.2. StrategWebU abanaan Pendukung 

Strategi pokok di muka memerlukan beberapa kebijakan lain untuk 
menciptakan iklirn yang lebih mendukung serta agar usaha agribisnis 
berskala kecil dan koperasi sekunder lebih rnampu mengatasi berbagai 
hambatan dan kendala. Beberapa diantara kebijakan tersebut yang 
perlu mendapat pertimbangan dan dilaksanakan adalah: 

Ei . Pengembangan layanan agribis- 

nis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan 
agribisnis secara keseluruhan. Rasionalisasi lembaga-lembaga penun- 
jang kegiatan agribisnis harus dilakukan sehubungan dengan pe- 
ningkatan efisiensi dan daya saing lembaga-lembaga tersebut, baik di 
dalam negeri maupun dalam pasar internasional, serta dengan 
mengembangkan kepercayaan dunia usaha terhadap kemampuan dan 
kehandalan lembaga-lembaga pemberi jasa tersebut daiam memberi- 
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kan tunjangan terhadap kegiatan yang dilakukan. Semra khusus, 
lembaga penunjang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah 
lembaga pemasaran, lembaga keuangan (financial institution) khusus- 
nya dipedesaan, dan lembaga penelitian dan pendidikan, khususnya 
penyuluhan. 

a . Kebuakan-kebijakan di atas perlu 
dilaksanakan dalam bentuk kebijakan dan program agribisnis terpadu, 
yang mencakup beberapa bentuk kebijaksanaan. Pertama, kebijak- 
sanaan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusa- 
haan (firm level policy). Kedua, kebijaksanaan tingkat seMoral untuk 
mengembangkan selumh kegiatan usaha sejenis. Ketiga, kebijak- 
sanaan di tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara 
beberapa sektor. Keempat, kebijaksanaan ekonomi makro yang meng- 
afur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung mau- 
pun tidak langsung temadap agribisnis. Sebagai langkah awal, ha1 
tersebut dapat diwujudkan dengan: 

mengembangkan sistem komunikasi yang dapat mengkoordinasi- 
kan pelaku-pelaku kegiatan agribisnis dengan penenlu-penentu ke- 
bijaksanaan yang dapat mempengaruhi sistem agribisnis secara 
keseluruhan maupun masing-masing subsistem agribisnis; 

membentuk, mengembangkan, dan menguatkan asosiasi peng- 
usaha yang tedibat dalam kegiatan agribisnis pada berbagai jenjang 
(lokal, regional, nasional), tidak hanya asosiasi yang dapat bergerak 
antar-subsistem, yaitu asosiasi dengan integrasi vertikal; dan, 

o mngembangkan kegiatan masing-masing subsistem agribisnis 
yang terutama ditujukan untuk meningkatkan produMivitas dan ke- 
mampuan manajemen melalui kegiatan penelitian dan pengembang- 
an teknologi. 

32 . Pengembangan agribisnis dan agroin- 
dustfi berskala kecil membutuhkan lingkungan usaha yang mendukung. 



Orasi llmiah 

Upaya ini adalah tugas pemerintah. Fungsi sebagai "pengara'ah" dan 
"pemberi layanan" ini perlu lebih dominan. Dalam hal ini, petani serta 
usaha agribisnis dan agroindustil berskala kecil membutuhkan orga- 
nisasi yang dapat mernperjuangkan nasib mereka dalarn konteks 
pemikiran dan konsep agribisnis. Organisasi petani tersebut periu 
dibangun dalam dimensi integrasi veltikal sistern agribisnis selta 
mampu memberikan layanan untuk mengatasi berbagai rnasalah yang 
dihadapi pelaku usaha agribisnis dalarn ha! managernen dan kewirausa- 
haan, modal, dan teknologi, melalui pendptaan mekanisme hubungan 
antara peiaku (dan mlon pelaku) usaha agribisnis dengan behagai 
kelembagaan penunjang lain. Organisasi seperti HKTl (Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia), HNSl (Himpunan Nelayan Seluruh Indone- 
sia), dan lain-lain yang sudah dan rnasih akan terbentuk perlu mengem- 
bangkan diri dan berpartisipasi dalam fungsi-fungsi tersebut serta 
menggalang kekuatan untuk membantu pengembangan agribisnis dan 
agroindustri berskala kecil dan koperasi. Secara khusus, dukungan 
kelembagaan dalam bidang informasi, penelitian, dan pendidikan sa- 
ngat diperlukan pula. Untuk ha1 yang terakhir ini organisasi petani dapat 
bekerja sama dengan perguruan tinggi. 

WI. CATATAN PEmTUP 

Pengembangan agroindustri dan agribisnis di lndonesia rnempakan 
tuntulan perkembangan yang logis dan harus dilanjutkan sebagai wujud 
kesinambungan, penganeka-ragaman, dan pendalaman pembangun- 
an pertanian yang selarna ini telah dilaksanakan dengan hasil yang 
mengesankan. Bahkan di negara-negara industri yang sudah me- 
masuki tahap ekonomi informasi sekalipun, seperti negara-negara 
Masyarakat Eropah, Amerika Serikat, dan lain-lain, peranan dan sum- 
bangan agribisnis dan agroindustri secara absolut rnasih sangat besar. 
Jasa-jasa bisnis seperli periklanan juga besar sekali kaitannya dengan 
agribisnis. Oleh sebab itu, pengembangan agribisnis dan agroindustri 



akan tetap terkait walaupun setinggi apa tingkat kemajuan sesuatu 
negara. Semra khusus untuk Indonesia, paling tidak dalarn 25 tahun 
mendatang (PJP-!I), pola dan Gara pengembangan perlu disesuaikan. 

Dalam masa tersebut, pengembangan agribisnis dan agroindustri sa- 
ngat iayak menjadi salah satu andalan utarna sebab walau bagaimana 
kita masih sulit rnelepaskn ketergantungan pembangunan nasional 
dari sektor pertanian (dan pedesaan). Dalam hal ini, sangat tergantung 
pada kita sendiri apakah sektor pertanian (dan pedesaan) dilihat seba- 
gai sumber perturnbuhan atau sebagai beban pembangunan. Dalarn 
hal ini perIu ditekankan kembaii berbagai keunggulan pengembangan 
agribisnis dan agroindustri yakni: 
m Dengan mengandalkan pengembangan agribisnis dan agroindustri dengan 

ujungtornbak (strategi pokok) pengembangan agribisnis berskala kecil dan 
penipgkatan kemampuan koperasi (terutama pada koperasi sekunder) 
sebagai wadah organisasi dan bisnis petani dan usaha agribisnis kecii maka 
kita melihat potensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam 
setidaknya 25 tahun mendatang. Dalam situasi pasar yang lebih kompetitif, 
kebocoran ekonomi (economic loss) bisa ditekan secara lebih nyata. 

Strategi pengembangan agribisnis dan agroindustri tersebut juga lebih 
menjamin perluasan kesempatan kerja bagi sebagian besar angkatan kerja 
tidak terla~h yang terus bertarnbah. Selarna ini, sebagian besar mereka 
ditampung di sektor peitanian (dan pedesaan) dengan perolehan niiai 
tambah yang sangat minimal sehingga sektor ini menjadi kantong kemiskin- 
an terbesar. Dengan strategi ini diharapkan bahwa kesenjangan ini dapat 
dihilmgkan. Dengan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai 
tambah yang dapat diraih berarti juga peningkatan daya beli sebagian besar 
masyarakat. 

m Pengembangan agribisnis dan agroindustri berskala kecil sangat mudah 
diarahkan untuk bersahabat dengan lingkungan. Di samping mereka tidak 
perlu tergantung terlalu banyak pada surnberdaya alam yang ekstraktif, juga 



limbah usaha mereka bisa ditekan dan dikendalikan pada tingkat yang 
minimal. 

Satu ha! lagi yang sangat penting ialah walau bagaimana negara kita 
akan memiliki keunggulan atau kekhasan lokasi (location specific). 
Sebagai daerah tropis, tanaman dan hewan yang yang diusahakan 
akan memiliki kekhasan; yang membedakannya dari produk-produk 
pertanian sub-tropis dan daerah dingin. Kekhasan ini perlu diperta- 
hankan dan dikembangkan untuk meraih keunggulan komparatif dan 
kompetitif dalarn suasana perekonomian dunia yang semakin bebas 
(bukan liberalisme) dan penuh persaingan sesuai dengan cita-cita dan 
aspirasi G A T T M O  atau APEC. 

Untuk itu kita membutuhkan suatu komitmen untuk membangun suatu 
perekonomian yang induslrinya berbasis pertanian atau AGRO-IN- 
DUSTRIALIB EGObdOM'd (AIE) setidaknya dalam 25 tahun men- 
datang. Juga berdasarkan pengalaman sejumlah negara lain, tidak 
perlu diragukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi antara 8 sampai 
70 persen per tahun tidak akan bisa dicapai yakni: sepanjang komitmen 
kita terhadap membangun suatu NEGARA AGRO-1NDUSTRI BARU 
(NEWLY AGR0-INDUSTRIALlbED GBUEVTR'd - NAIG) benar-benar 
diterima dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sama dengan 
pengalaman negara-negara seperti Malaysia dan Thailand serta 
negara-negara yang tergolong the East Asian Miracle lainnya (Jepang, 
Korea Selatan dan Taiwan), dukungan pemerintah secara tepat sangat 
diperlukan. 
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